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| URUS E-KTP TAK PERLU PENGANTAR RT/RW

Walikota Minta Pendatang
Kulonuwun

UMBULHARJO (MERAPT) - Pengurusan Kartu Keluarga TRK),
kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP ), Kartu Identitas Anak (KIA)
seria surat keterangan pindah datang penduduk antar kabupaten kota
antar provinsi tidak perlu pengantar dari RT/RW. Hal itu seiring diter-
bitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96/2018 tentang per-
syaratan dan tata cara pendafiaran penduduk dan pencatatan sipil.

"Karena sudah menjadi amanat Per-  capil Kota Yogyakarta juga telah mener-

pres, maka dinas harus melaksanakan.  bitkan surat edaran No 470/1835 tentang
Hanya saja mekanismenya yang perlu  pelayanan pendaftaran penduduk. Surat

dikemunikasikan dengan kecamatan dan
kelurahan agar disampaikan ke RT/RW,”
kata Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yog-
yakarta, Sisruwadi, Senin (12/11).
Menindaklanjuti Perpres itu, Dinduk-

itu berisi layanan kependudukan yang
memerlukan surat pengantar dari RT/-
RW yakni permohonan pindah dan pin-
dah datang antar kelurahan atau antar
kecamatan dalam wilayah Kota Yogva.
Selain itu permohonan surat keterangan
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poran pencatatan biodata bagi penduduk

dudukan atau yang belum memiliki no-
mor induk kependudukan,
. "Untuk pindah antar kecamatan mau-
pun antar kelurahan tetap menggunaksn
pengantar RTYRW karena entri datanya
di kecamatan. Kalau pindah antar kota
antar provinsi entri data di dinas,” pa-
parmya. . ¢

Meskipun pindah pendudk antar kota
maupun antar provinsi bisa diorus lang-
sung di dinas, tapi akan diturunkan ke
wilayah. Dia menjelaskan Dindukeapil
akan menyampaikan pemberitahuan ter-
kait pindah penduduk antar kota antar
] provinsi lewat kecamatan dan kelurahan.

yang belum tercatat di database kepen-

"Lalu diteruskan ke RT dan RW agar
mencatat mutasi penduduk maupun pen-
duduk datang itu,” imbuh Sisruwadi.
Sementara itu Walikota Yogyakarta
Haryadi Suyuti menilai Perpres itu men-
dukung agar seluruh penduduk Indonesia

sehingga orang
enggan membuat e-KTP. "Untuk ketua
RT/RW, aturan ini jadi tidak ribet. Tapi
agar ada etikanya, penduduk yang datang
dan pergi, kami minta untuk melapor.
Kalau datang kulonuwun kalau keluar
pamit. Kami akan buat aturan untuk
melapor saja ke RT/RW tidak perlu surat
pengantar,” tandas Haryadi. (Tri}m
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